
 

 

 

 

PROSES BISNIS 

KEGIATAN TAHUN 2019 

DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 

KABUPATEN LUMAJANG 

 

 

 

 

 

 

 

 



       PROSES BISNIS 

DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meningkatnya Pemerataan dan 

Perluasaan Akses Kebutuhan Dasar 

Masyarakat dan Kualitas SDM 

          

 

PROGRAM 

Pengembangan Perumahan  

 

Meningkatnya Kualitas SDM dan Pemerataan 

Perluasaan Akses Kebutuhan Dasar 

Masyarakat 

 

PROGRAM 

Lingkungan Sehat Permukiman 

 

Fasilitasi Penyediaan Rumah 

 DAK 

 BSPS 

Persentase Rumah Layak 

Huni 

Jml Panjang Jalan, 

drainase dan Gorong2 

serta Fasum yang 

dibangun 

Perijinan 

Perumahan 

Penyelenggaran 

Prasarana Sarana dan 

Utilitas 

Peningkatan Kualitas 

Lingkungan Permukiman 

Penanganan 

Kawasan Kumuh 

Pengembangan 

Permukiman 

 

Jml Kawasan Kumuh 

yang tertangani 

Jml 

Kawasan/Lokasi 

yang di tangani 

Jml rekomendasi 

Ijin Perumahan 

dan Siteplan 
Jml Rumah 

Sekretaria 

(Pendukung Kegiatan Teknis) 



 

PROSES BISNIS 

KEGIATAN BANTUAN RUMAH SWADAYA RUMAH TIDAK LAYAK HUNI DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLIER 

 

• PERANGKAT DAERAH 

• KEMENTERIAN PUPR DIRJEN 

RUMAH SWADAYA 

 

INPUT 

• USULAN DARI 

DESA/KELURAHAN 

• DATA BNBA 

• SK KUMUH 

• PERATURAN/PETUNJUK 

TEKNIS 

 

OUTPUT 

 MENGURANGI 

JUMLAH RUMAH 

TIDAK LAYAK HUNI 

 

CUSTOM 

• RUMAH TIDAK LAYAK HUNI 

• MASYARAKAT 

BERPENGHASILAN 

RENDAH 

 

PROSES 

• PEMBENTUKAN TIM 

TEKNIS/ TIM KOORDIANASI 

• PEREKRUTAN TFL 

(TENAGA FASILITATOR 

LAPANGAN) DAN 

KOORDINATOR 

FASILITATOR 

 

• SURVEY/ VERIFIKASI 

LAPANGAN CALON 

PENERIMA BANTUAN 

 

• SERAH TERIMA HASIL 

PERKERJAAN KEPADA 

PENERIMA BANTUAN 

• MONEV 

 

• LAPORAN (LPD) TAHAP 2 

• PENCAIRAN MATERIAL 

TAHAP 2 

• PENCAIRAN UPAH TUKANG 

TAHAP 2 

 

• DROPING MATERIAL 

TAHAP 1 

• PENGERJAAN 

STRUKTURAL TAHAP 1 

• MONEV 

 

• PEMBUATAN SK BUPATI TENTANG LOKASI 

DAN ALOKASI PENERIMA BANTUAN 

RUMAH SWADAYA 

• SOSIALISASI DESA/KELURAHAN 

• SERAH TERIMA BUKU TABUNGAN KEPADA 

PENERIMA BANTUAN 

 

• DROPING MATERIAL TAHAP 2 

• PENGERJAAN STRUKTURAL 

TAHAP 2 

• MONEV 

 

• LAPORAN (LPD) TAHAP 1 

• PENCAIRAN MATERIAL TAHAP 1 

• PENCAIRAN UPAH TUKANG 

TAHAP 1 

 



 

PROSES BISNIS 

KEGIATAN PENINGKATAN KUALITAS DAN PEMBANGUNAN BARU 

PROGRAM BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA (BSPS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• DROPING MATERIAL 

TAHAP 2 

• PENGERJAAN 

STRUKTURAL TAHAP 2 

• MONEV 

 

• DROPING MATERIAL TAHAP 

1 

• PENGERJAAN STRUKTURAL 

TAHAP 1 

• MONEV 

 

• SOSIALISASI 

DESA/KELURAHAN 

• SERAH TERIMA BUKU 

TABUNGAN KEPADA 

PENERIMA BANTUAN 

SESUAI SK PENERIMA 

BANTUAN 

 

• KOORDINASI DENGAN PEMANGKU 

KEPENTINGAN 

• SURVEY/ VERIFIKASI LAPANGAN 

CALON PENERIMA BANTUAN SESUAI 

SK ALOKASI 

• PENGAJUAN SK PENERIMA BANTUAN 

SESUAI VERIFIKASI LAPANGAN 

 

• PEMBENTUKAN TIM 

TEKNIS/ TIM KOORDIANASI 

• PEREKRUTAN TFL 

(TENAGA FASILITATOR 

LAPANGAN) DAN 

KOORDINATOR 

FASILITATOR 

 

CUSTOM 

• RUMAH TIDAK LAYAK HUNI 

• MASYARAKAT 

BERPENGHASILAN 

RENDAH 

 

OUTPUT 

• MENGURANGI 

JUMLAH RUMAH 

TIDAK LAYAK HUNI 

 

PROSES 

 

INPUT 

• USULAN DARI 

DESA/KELURAHAN 

• DATA BNBA 

• SK ALOKASI 

• PERATURAN/PETUNJUK TEKNIS 

 

SUPPLIER 

• PERANGKAT DAERAH 

• KEMENTERIAN PUPR 

DIRJEN RUMAH 

SWADAYA 

 

• LAPORAN (LPD) TAHAP 1 

• PENCAIRAN MATERIAL TAHAP 1 

• PENCAIRAN UPAH TUKANG 

TAHAP 1 

 

• LAPORAN (LPD) TAHAP 2 

• PENCAIRAN MATERIAL TAHAP 2 

• PENCAIRAN UPAH TUKANG 

TAHAP 2 

 

• SERAH TERIMA HASIL 

PERKERJAAN KEPADA 

PENERIMA BANTUAN 

• MONEV 

 



 

PROSES BISNIS 

KEGIATAN PENYELENGGARAAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLIER 

• PERANGKAT DAERAH 

• KEMENTERIAN PUPR 

DIRJEN RUK ( RUMAH 

UMUM DAN 

KOMERSIL) 

 

INPUT 

• USULAN DARI 

DESA/KELURAHAN 

• SK BUPATI 

• PERATURAN/PETUNJUK 

TEKNIS 

 

OUTPUT 

• PENYEDIAAN PERUMAHAN 

LAYAK HUNI BAGI MBR 

• MENINGKATKAN KUALITAS 

LINGKUNGAN PERMUKIMAN 

 

CUSTOM 

• MASYARAKAT 

BERPENGHASILAN 

RENDAH 

 

PROSES 

 

• PROSES PENSERTIFIKATAN 

FASUM FASO DI PERUMAHAN 

BERSUBSIDI 

• PENGAJUAN SK BUPATI 

TENTANG JALAN 

LINGKUNGAN DALAM 

PENGELOLAAN DPKP 

 

• PENDATAAN SEMUA 

PERUMAHAN BERSUBSIDI 

BAGI MBR BESERTA FASUM 

DAN FASOSNYA 

• PENDATAAN SEMUA JALAN 

LINGKUNGAN DI LINGKUNGAN 

PERMUKIMAN 

 

• KOORDINASI DENGAN PEMANGKU 

KEPENTINGAN (DESA, KELURAHAN, 

PENGEMBANG) 

• SURVEY/VERIFIKASI LAPANGAN 

LOKASI PEMBANGUNAN PSU, 

FASUM, FASOS, DAN JALAN 

LINGKUNGAN 

 

• PROSES PENGADAAN 

• PEMASUKAN DOKUMEN 

PENAWARAN & 

KUALIFIKASI 

 

• SERAH TERIMA HASIL 

PEKERJAAN OLEH TIM 

PANITIA PEMERIKSA HASIL 

PEKERJAAN (PPHP) 

 

• PELAKSANAAN 

KONSTRUKSI 

• PENGAWASAN 

PELAKSANAAN 

 



 

PROSES BISNIS 

KEGIATAN PERIZINAN PERUMAHAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLIER 

• PENGEMBANG 

 

INPUT 

• PERMOHONAN IZIN 

RENCANA TAPAK 

• KELENGKAPAN DOKUMEN 

IZIN RENCANA TAPAK 

 

OUTPUT 

• IZIN RENCANA TAPAK 

PERUMAHAN 

 

CUSTOM 

• PERUMAHAN MBR 

• PERUMAHAN 

KOMERSIL 

 

PROSES 

 

• PEMBENTUKAN TIM 

IZIN RENCANA TAPAK 

MELALUI KEPUTUSAN 

BUPATI 

 

PERATURAN BUPATI LUMAJANG 

NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI 

LUMAJANG NOMOR 77 TAHUN 2014 

TENTANG IJIN RENCANA TAPAK (SITE 

PLAN) PEMBANGUNAN PERUMAHAN 

DI KABUPATEN LUMAJANG 

 

• PENGECEKAN KELENGKAPAN 

DOKUMEN IZIN RENCANA TAPAK 

 

• RAPAT TIM IZIN RENCANA 

TAPAK DILANJUTKAN 

KUNJUNGAN LAPANGAN 

 

• REKOMENDASI KEPALA 

DINAS PKP 

• TTD GAMBAR RENCANA 

TAPAK : BAPPEDA, DINAS 

PUTR, DINAS PKP, KANTOR 

PERTANAHAN 

 

• TIM IZIN RENCANA TAPAK 

MENGELUARKAN BERITA 

ACARA HASIL RAPAT 

 



PROSES BISNIS 

KEGIATAN BANTUAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLIER 

 PEMERINTAH 

KABUPATEN 

 

INPUT 

 USULAN / PROPOSAL DARI 

DESA /KELURAHAN 

 LAMPIRAN PERBUB DAN 

KEBUB 

 

OUTPUT 

 MENGURANGI JUMLAH 

RUMAH TIDAK LAYAK HUNI 

 

CUSTOM 

 PENERIMA 

BANTUAN RTLH 

 

PROSES 

 

 SOSIALISASI 

PROGRAM KEPADA 

PENERIMA BANTUAN, 

TPK,KADES DAN 

KECAMATAN 

 

 VERIFIKASI PERBUB DAN 

KEBUB 

 PENERBITAN SK BUPATI 

TENTANG LOKASI DAN 

ALOKASI 

 

 PEMBUKAAN REKENING 

PENERIMA 

 PROSES PENCAIRAN 

 

 PELAKSANAA

N KEGIATAN 

 

 MONITORING DAN 

EVALUASI 

 



 

PROSES BISNIS 

KEGIATAN BANTUAN PENANGANAN KAWASAN KUMUH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLIER 

 

 PEMERINTAH 

KABUPATEN 

 

INPUT 

 PENGAJUAN PROPOSAL 

 SK KUMUH 

 PERATURAN/PETUNJUK 

TEKNIS 

 

OUTPUT 

 MENGURANGI JUMLAH 

KAWASAN KUMUH 

 

CUSTOM 

 KELURAHAN/DESA 

YANG LINGKUNGANNYA 

ERIDENTIFIKASI KUMUH 

 

PROSES 

 

 SURVEY LOKASI DAN 

PENENTUAN ALOKASI 

KAWASAN KUMUH 

 KSM DIBENTUK MASYARAKAT 

LEGALITAS RT RW 

 BKM DIBENTUK MASYARAKAT 

KEGALITAS NOTARIS 

 KOORDINASI DAN SOSIALISASI 

TERKAIT KEGIATAN DGN BKM DAN 

KSM 

 

 PEMBUATAN SK LOKASI  

 MENGAJUKAN PENCAIRAN 

DANA SESUAI TAHAPAN 

 

 PELAKSANAAN KEGIATAN 

 MONITORING DAN EVALUASI 

 



 

PROSES BISNIS 

KEGIATAN BANTUAN PROGRAM PENGEMBANGAN INFRATRUKTUR 

SOSIAL EKONOMI WILAYAH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLIER 

 DIRJEN CIPTA KARYA 

 KEMENTRIAN PUPR 

 

INPUT 

 SE DIRJEN TENTANG 

PETUNJUK TEKNIS 

 KEPMEN LOKASI 

 REVISI DIPA 

 

OUTPUT 

 MENINGKATNYA 

LAYANAN 

INFRASTRUKTUR 

KAWASAN POTENSIAL 

PERDESAAN 

 

CUSTOM 

 MASYARAKAT 

LOKASI PENERIMA 

BANTUAN PISEW 

 

PROSES 

 

PERTEMUAN 

KECAMATAN 

 

 PEMBENTUKAN 

BKAD 

 SURVEY KAWASAN 

 PROFIL KAWASAN 

 

RAKORWIL PROVINSI 

 

 PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA 

PROVINSI DAN KABUPATEN 

 REKRUTMENT KONSULTAN 

PENDAMPING 

 PELATIHAN 

 

SURAT PERJANJIAN 

KERJA SAMA 

 

 PPK DAN  BKAD 

 DOKUMEN 

PERENCANAAN 

 DED DAN RAB  

 

PELAKSANAAN KONSTRUKSI 

 

 PENCAIRAN I 40% 

 PENCAIRAN II 30% FISIK 25% 

 PENCAIRAN III 30 % FISIK 50 %  

 

SERAH TERIMA 

 PEKERJAAN 

FISIK 100% 

 PERTEMUAN 

KECAMATAN II 

 PEMERIKSAAN 

PEKERJAA 

OLEH TPPROV  

 


